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. S
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kepada para pengguna laporan keuangan,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK RI) bertugas memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Banjar per 31
Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas
Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan
adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banjar.

Sebagai bagian dari usaha untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas
kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007,
BPK melakukan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

Laporan Hasil Pemeriksaan Pengendalian Intern No.51.b/S/XIX.BJM/06/2008
tanggal 9 Juni 2008 mengungkapkan adanya permasalahan tertentu menyangkut
kekurangan material dalam desain dan implementasi pengendalian intern. Kelemahan
pengendalian intern yang menyangkut kekurangan material dalam desain dan
implementasi pengendalian intern yang menurut pendapat BPK dapat secara negatif
mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan dan
melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan
keuangan diungkapkan dalam paragraf 5 sampai dengan 8.

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan No.51.c/S/X1X.BJM/06/2008 tanggal
9 Juni 2008 mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan. Ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap
penyajian laporan keuangan diungkapkan dalam paragraf 9 sampai dengan 11.

Pemerintah Kabupaten Banjar mencatat Sumbangan Pihak Ketiga sebesar
Rp14.935.906.953,00 sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Pos Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Yang Sah. Seharusnya sumbangan pihak ketiga dicatat pada akun
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Hal ini berdampak pada jumlah penerimaan
PAD dalam Laporan Realisasi Anggaran menjadi lebih  saji  sebesar
Rp14.935.906.953,00.
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Piutang atas Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebesar
Rp1.391.986.655,00 belum disajikan dalam neraca Pemerintah Kabupaten Banjar per 31
Desember 2007, yang berakibat pada tidak diakuinya suatu hak Pemerintah Daerah atas
pelepasan aset yang dimilikinya.

Nilai Persediaan sebesar Rp11.287.834.124,00 yang disajikan dalam neraca
Pemerintah Kabupaten Banjar Per 31 Desember 2007 belum mencakup semua persediaan
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan belum didukung dengan laporan hasil
cek fisik barang akhir per 31 Desember 2007 yang dilakukan oleh masing-masing SKPD,
serta belum ada kebijakan akuntansi atas pencatatan persediaan, yang berakibat nilai
persediaan per tanggal 31 Desember 2007 belum menggambarkan persediaan yang
sebenarnya.

Nilai Aset Tetap sebesar Rp679.080.265.273,91 yang disajikan dalam neraca
Pemerintah Kabupaten Banjar Per 31 Desember 2007 belum mencakup seluruh aset yang
dimiliki Pemerintah Kabupaten Banjar dan tidak didukung dengan Laporan Barang Milik
Daerah yang seharusnya dibuat oleh Bagian Perlengkapan, serta belum ada kebijakan
akuntansi atas pencatatan aset tetap, yang berakibat nilai aset tetap per tanggal 31
Desember 2007 belum menggambarkan aset tetap yang sebenarnya.

Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah tidak dapat menyerahkan bukti
pertanggungjawaban atas transaksi dalam rekening Bank Mega Cabang Banjarbaru No.
021-108-00-27-59222-3 an. pribadi bersangkutan yang digunakan untuk mengalihkan kas
Sekretariat Daerah yang dikelolanya. Dengan pembatasan tersebut BPK-RI belum dapat
memeriksa transaksi penerimaan sebesar Rp7.058.391.959,00 dan pengeluaran sebesar
Rp7.445.005.036,00 yang dilakukan melalui rekening tersebut.

Terdapat perbedaan sebesar Rp203.245.259,00 antara Belanja Langsung Dinas
Pertanian menurut Laporan Keuangan Dinas Pertanian dengan Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Banjar. Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 9 Mei 2007
Pemerintah Kabupaten Banjar tidak dapat menjelaskan perbedaan tersebut. Terkait
dengan hal tersebut, BPK-RI belum dapat memeriksa bukti atas laporan
pertanggungjawaban  Belanja  Langsung pada Dinas  Pertanian  sebesar
Rp7.761.752.126,00 yang disampaikan setelah pemeriksaan berakhir.

Bendaharawan Pengeluaran Sekretariat Daerah belum dapat memberikan bukti
pertanggungjawaban atas pengeluaran untuk kegiatan Sekretariat Daerah dan Kepala
Daerah sebesar Rp1.212.521.330,00. Terkait hal tersebut, BPK-RI tidak dapat melakukan
pemeriksaan atas bukti pengeluarannya.

Karena adanya pembatasan dan keterbatasan lingkup pemeriksaan, kelemahan
dalam sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan serta BPK-RI tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang
memadai, sebagaimana diuraikan dalam paragraf 5 sampai dengan 11 di atas, lingkup
pemeriksaan BPK-RI tidak cukup untuk memungkinkan BPK menyatakan, dan BPK
tidak menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar.
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Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan dan sistem pengendalian intern kami sajikan dalam bagian tersendiri yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Banjarbaru, Juni 2008
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
Perwakilan BPK RI di Banjarmasin
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Ni Luh Oka Lestari, SE, MM.,Ak
Akuntan, Register Negara No D-15.844
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PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

NERACA

Per 31 Desember Tahun 2007 dan Tahun 2006

Jumlah Kenaikan (Penurunan)
URAIAN Tahun 2007 Tahun 2006 Jumlah %
ASET 803.140.836.461,44 619.907.073.046,90 | ######H#H#H##H | 29,56
ASET LANCAR 96.790.476.842,29 99.227.895.012,75 | (2.437.418.170,46)| (2,46)
Kas 84.291.659.908,29 95.682.456.617,75 | ############ | (11,90)
Kas di Kas Daerah 73.450.038.846,29 83.371.323.308,35 (9.921.284.462,06)( (11,90)
Kas di Bendahara Penerimaan 730.000,00 - 730.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran 10.840.891.062,00 12.311.133.309,40 (1.470.242.247,40)( (11,94)
Investasi Jangka Pendek - -
Piutang 1.210.982.810,00 334.340.214,00 876.642.596,00 |#####
Piutang Pajak - - -
Piutang Retribusi 1.081.156.000,00 102.468.995,00 978.687.005,00 | 955,11
Piutang Dana Bagi Hasil - - -
Piutang Dana Alokasi Umum - - -
Piutang Dana Alokasi Khusus - - -
Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMD - - -
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - - -
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian - - -
Piutang Lain-lain 129.826.810,00 231.871.219,00 (102.044.409,00) | (44,01)
Persediaan 11.287.834.124,00 3.211.098.181,00 8.076.735.943,00 | #####
Jumlah 96.790.476.842,29 99.227.895.012,75 | (2.437.418.170,46)| (2,46)
INVESTASI JANGKA PANJANG 25.056.705.425,24 19.693.711.854,24 5.362.993.571,00 | 27,23
Investasi Nonpermanen 20.832.600,00 111.523.725,00 (90.691.125,00) | (81,32)
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara - - -
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah 20.832.600,00 111.523.725,00 (90.691.125,00) | (81,32)
Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah - - -
Lainnva
Investasi dalam Surat Utang Negara - - -
Investasi Dana Bergulir - - -
Investasi Nonpermanen Lainnya 20.832.600,00 111.523.725,00 (90.691.125,00) | (81,32)
Investasi Permanen 25.035.872.825,24 19.582.188.129,24 5.453.684.696,00 | 27,85
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 25.035.872.825,24 19.582.188.129,24 5.453.684.696,00 27,85
Penyertaan Modal dalam Proyek - - -
Pembangunan
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan - - -
Investasi Permanen Lainnya - - -
Jumlah 25.056.705.425,24 19.693.711.854,24 5.362.993.571,00 | 27,23
ASET TETAP 679.080.265.273,91 498.462.270.709,91 | #HHHHHHHHHH#H# 36,24
Tanah 69.470.468.183,00 65.987.893.193,00 3.482.574.990,00 5,28
Tanah 69.470.468.183,00 65.987.893.193,00 3.482.574.990,00 5,28
Peralatan dan Mesin 107.838.547.421,34 86.970.801.491,34 | 20.867.745.930,00 | 23,99
Alat-alat Berat - - -
Alat-alat Angkutan 5.130.727.500,00 5.130.727.500,00
Alat Bengkel 766.600.000,00 766.600.000,00
Alat Pertanian dan Petemakan 782.405.000,00 782.405.000,00
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 5.982.501.475,00 5.982.501.475,00
Alat Studio dan Alat Komunikasi 998.413.705,00 998.413.705,00
Alat Ukur 478.888.250,00 478.888.250,00
Alat-alat Kedokteran 5.665.702.000,00 5.665.702.000,00
Alat Laboratorium 916.788.000,00 916.788.000,00
Alat Keamanan 145.720.000,00 145.720.000,00
Gedung dan Bangunan 175.932.245.133,50 138.932.864.230,50 | 36.999.380.903,00 | 26,63
Banqunan Gedung 174.031.940.133,50 138.932.864.230,50 35.099.075.903,00 25,26
Bangunan Monumen 1.900.305.000,00 - 1.900.305.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan 252.235.959.728,07 184.892.469.013,07 | 67.343.490.715,00 | 36,42
Jalan dan Jembatan 53.558.420.151,00 53.558.420.151,00
Banqunan Air (Irigasi} 7.745.195.705,00 7.745.195.705,00
Instalasi 390.411.250,00 390.411.250,00
Jaringan 5.649.463.609,00 5.649.463.609,00
Aset Tetap Lainnya 3.069.093.782,00 2.903.188.782,00 165.905.000,00 5,71
Buku dan Perpustakaan 115.312.500,00 115.312.500,00
Baranq Bercorak Kesenian/Kebudayaan - -
Hewan/Ternak dan Tumbuhan 50.592.500,00 50.592.500,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan 70.533.951.026,00 18.775.054.000,00 | 51.758.897.026,00 |(#####
Konstruksi Dalam Pengerjaan 70.533.951.026,00 18.775.054.000,00 51.758.897.026,00 | 275,68
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - - -
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - - -




URAIAN Jumlah Kenaikan (Penurunan)
Tahun 2007 Tahun 2006 Jumlah %
Jumlah 679.080.265.273,91 498.462.270.709,91 | ############ | 36,24
ASET LAINNYA 2.213.388.920,00 2.523.195.470,00 (309.806.550,00) | (12,28)
Tagihan Penjualan Angsuran 2.213.388.920,00 2.523.195.470,00 (309.806.550,00) | (12,28)
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - -
Kemitraan dengan Pihak Ketiga - -
Aset Tak Berwujud - -
Aset Lain-Lain - -
Jumlah 2.213.388.920,00 2.523.195.470,00 (309.806.550,00) | (12,28)
JUMLAH ASET 803.140.836.461,44 619.907.073.046,90 | ###H#HRHHHHH 29,56
KEWAJIBAN 481.875.000,00 481.875.000,00 - -
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 481.875.000,00 481.875.000,00 - -
Utanqg Perhitungan Pihak Ketiga -
Utang Bunga -
Utang Pajak -
Bagian Lancar Utanqg Jangka Panjang Dalam 481.875.000,00 481.875.000,00 - -
Neaeri
Pendapatan Diterima Dimuka - - - -
Utang Jangka Pendek Lainnya - - - -
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - - - -
Utanqg Dalam Negeri
Utanqg Luar Negeri
Utanqg Jangka Panjang Lainnya
Jumlah 481.875.000,00 481.875.000,00 - -
EKUITAS DANA 802.658.961.461,44 619.425.198.046,90 | #######H####H | 44,04
Ekuitas Dana Lancar 96.790.476.842,29 99.227.895.012,75 | (2.437.418.170,46)| (2,46)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 84.291.659.908,29 95.682.456.617,75 (11.390.796.709,46) | (11,90)
Cadangan Piutanq 1.210.982.810,00 334.340.214,00 876.642.596,00 | 262,20
Cadangan Persediaan 11.287.834.124,00 3.211.098.181,00 8.076.735.943,00 | 251,53
Dana yang Harus Disediakan untuk - -
Pembavaran Utana Janaka Pendek
Ekuitas Dana Investasi 705.868.484.619,15 520.197.303.034,15 | ####HHRHHHHH 52,91
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 25.056.705.425,24 19.693.711.854,24 25.056.705.425,24 | 127,23
Diinvestasikan dalam Aset Tetap 679.080.265.273,91 498.462.270.709,91 247.961.485.279,00 49,75
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 2.213.388.920,00 2.523.195.470,00 2.218.932.920,00 87,94
Dana yang Harus disediakan Untuk (481.875.000,00) (481.875.000,00) - -
Pembavaran Utana Janaka Paniana
Ekuitas Dana Cadangan - - - -
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan - -
Jumlah 802.658.961.461,44 619.425.198.046,90 | ###H#HHHHHHHHH 44,04
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 803.140.836.461,44 619.907.073.046,90 | ####HHHHHHHHH 44,01

Martapura, 31 Maret 2008

Bupati Banjar

H. G KHAIRUL SALEH




PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007

(dalam rupiah)

Anggaran
No. Urut Uraian Setelah Realisasi Lebih/(Kurang)
Perubahan
1 2 3 4 5
1 PENDAPATAN 519.168.649.658,00 | 534.141.756.975,54 14.973.107.317,54
1.1 |PENDAPATAN ASLI DAERAH 36.750.430.837,00 44.263.388.408,54 7.512.957.571,54
1.1.1 |Pendapatan Pajak Daerah 4.508.967.300,00 4.791.715.771,00 282.748.471,00
1.1.2 |Pendapatan Retribusi Daerah 8.376.408.480,00 9.616.454.394,00 1.240.045.914,00
113 Pendapatan Hasil Pengelolaan 6.871.477.943,00
Kekavaan Daerah vang Dipisahkan 6.863.707.947,00 7.769.996,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 17.001.347.110,00 22.983.740.300,54 5.982.393.190,54
vana Sah
1.2 |PENDAPATAN TRANSFER 478.084.718.821,00 | 485.544.868.567,00 7.460.149.746,00
Transfer Pemerintah Pusat - 454.222.018.821,00 | 461.362.401.919,00 7.140.383.098,00
1.2.1 |Dana Perimbangan
1.2.1.1 |Dana Bagi Hasil Pajak 26.200.000.000,00 32.628.260.898,00 6.428.260.898,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.1.2 |(Sumber Daya Alam) 35.200.000.000,00 38.064.563.338,00 2.864.563.338,00
1.2.1.3 |Dana Alokasi Umum 339.303.000.000,00 339.303.000.000,00 -
1.2.1.4 |Dana Alokasi Khusus 53.519.018.821,00 51.366.577.683,00 (2.152.441.138,00)
Transfer Pemerintah Pusat — 5.000.000.000,00 2.225.347.800,00 (2.774.652.200,00)
1.2.2 |Lainnya
1.2.2.1 |Dana Otonomi Khusus - - -
1.2.2.2 |Dana Penyesuaian 5.000.000.000,00 2.225.347.800,00 (2.774.652.200,00)
1.2.3 |Transfer Pemerintah Propinsi 18.862.700.000,00 21.957.118.848,00 3.094.418.848,00
18.862.700.000,00 21.957.118.848,00 3.094.418.848,00
1.2.3.1 |Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi
1.2.3.2 |Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - -
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG 4.333.500.000,00 4.333.500.000,00 -
1.3 |SAH
1.3.1 |Pendapatan Hibah 4.333.500.000,00 4.333.500.000,00 -
1.3.2 |Pendapatan Dana Darurat - -
1.3.3 |Pendapatan Lainnya - - -
Jumlah|  519.168.649.658,00 | 534.141.756.975,54 14.973.107.317,54
2 BELANJA 606.526.106.276,00 | 537.400.289.220,00 (69.125.817.056,00)
2.1 |BELANJA OPERASI 410.301.799.216,00 | 369.451.220.228,00 (40.850.578.988,00)
2.1.1 |Belanja Pegawai 242.919.130.735,00 228.796.246.212,00 (14.122.884.523,00)
2.1.2 |Belanja Barang 109.855.152.731,00 93.155.832.163,00 (16.699.320.568,00)
2.1.3 |Belanja Bunga - - -
2.1.4 |Belanja Subsidi - - -
2.1.5 |Belanja Hibah - R .
2.1.6 |Belanja Bantuan Sosial 31.342.515.750,00 21.404.141.853,00 (9.938.373.897,00)
2.1.7 |Belanja Bantuan Keuangan 26.185.000.000,00 26.095.000.000,00 (90.000.000,00)
2.2 |BELANJA MODAL 191.944.307.060,00 | 164.548.745.992,00 (27.395.561.068,00)
2.2.1 [|Belanja Tanah 5.854.917.498,00 3.533.167.490,00 (2.321.750.008,00)
2.2.2 |Belanja Peralatan dan Mesin 24.367.713.417,00 21.425.440.150,00 (2.942.273.267,00)
2.2.3 |Belanja Gedung dan Bangunan 75.111.664.831,00 64.711.971.385,00 (10.399.693.446,00)




Anggaran

No. Urut Uraian Setelah Realisasi Lebih/(Kurang)
Perubahan
1 2 3 4 5
2.2.4 |Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 85.964.166.821,00 74.515.519.467,00 (11.448.647.354,00)
2.2.5 [|Belanja Aset Tetap Lainnya 645.844.493,00 362.647.500,00 (283.196.993,00)
2.2.6 |Belanja Aset Lainnya - - -
2.3 |BELANJA TIDAK TERDUGA 3.030.000.000,00 2.150.323.000,00 (879.677.000,00)
2.3.1 |Belanja Tidak Terduga 3.030.000.000,00 2.150.323.000,00 (879.677.000,00)
2.4 |TRANSFER 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 -
2.4.1 |Bagi Hasil Pajak 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 -
2.4.2 |Bagi Hasil Retribusi - -
2.4.3 |Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - -
Jumlah 606.526.106.276,00 | 537.400.289.220,00 (69.125.817.056,00)
Surplus/ (Defisit)|  (87.357.456.618,00)] (3.258.532.244,46)] 84.098.924.373,54
3 PEMBIAYAAN 87.357.456.618,00 87.550.192.152,75 192.735.533,25
3.1 |PENERIMAAN DAERAH 95.682.456.618,00 95.875.192.152,75 192.735.533,25
3.1.1 |Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) 95.682.456.618,00 95.682.456.618,75 (0,75)
3.1.2 |Pencairan Dana Cadangan - - -
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah - - -
3.1.3 |Yang Dipisahkan
3.1.4 [|Penerimaan Pinjaman Daerah - - -
Penerimaan Kembali Pemberian - - -
3.1.5 |Pinjaman Daerah
3.1.6 |Penerimaan Piutang Daerah - 192.735.534,00 192.735.534,00
Jumlah 95.682.456.618,00 | 95.875.192.152,75 192.735.533,25
3.2 |PENGELUARAN DAERAH 8.325.000.000,00 8.325.000.000,00 -
3.2.1 |Pembentukan Dana Cadangan - - -
Penyertaan Modal (Investasi) 8.325.000.000,00 8.325.000.000,00 -
3.2.2 |Pemerintah Daerah
3.2.3 |Pembayaran Pokok Utang - -
3.2.4 |Pemberian Pinjaman Daerah - -
Jumlah 8.325.000.000,00 8.325.000.000,00 -
Pembiayaan Neto 87.357.456.618,00 | 87.550.192.152,75 192.735.533,25
33 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran - 84.291.659.908,29 84.291.659.906,79

(SILPA)

Martapura, 31 Maret 2008

Bupati Banjar

H. G KHAIRUL SALEH




BANJAR

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

LAPORAN ARUS KAS
Jntuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember Tahun 2007 dan Tahun 2006

URAIAN

Tahun 2007 (Rp)

Tahun 2006 (Rp)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Masuk

Pajak Daerah

4.791.715.771,00

4.929.221.902,00

Retribusi daerah

9.616.454.394,00

8.063.453.027,00

Hasii Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

6.871.477.943,00

5.593.804.952,00

Lain-lain Pendapatan AsLI Daerah yang Sah

22.983.740.300,54

19.866.462.414,00

Dana Bagi Hasii Pajak 32.628.260.898,00 29.471.466.649,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 38.064.563.338,00 36.659.331.148,00
Dana Alokasi Umum 339.303.000.000,00 304.602.000.000,00
Dana Alokasi Khusus 51.366.577.683,00 28.890.000.000,00

Dana Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian

2.225.347.800,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

21.957.118.848,00

22.222.115.463,00

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Hibah

4.333.500.000,00

6.500.000.000,00

Dana Darurat

Pendapatan Lainnya

Jumlah 534.141.756.975,54 466.797.855.555,00
Arus Kas Keluar

Belanja Pegawai 228.796.246.212,00 159.458.717.562,00
Belanja Barang dan Jasa 93.155.832.163,00 93.273.749.456,10
Belanja Bunga - -
Belanja Subsidi - -
Belanja Hibah - -
Belanja Bantuan Sosial 21.404.141.853,00 19.810.801.501,00
Belanja Bantuan Keuangan 26.095.000.000,00 15.142.284.250,00
Belanja Tidak Terduga 2.150.323.000,00 3.806.056.366,00
Belanja Bagi Hasil ke Desa -
Bagi Hasil Pajak 1.250.000.000,00 934.253.000,00
Bagi Hasil Retribusi - 300.000.000,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - -

Jumlah 372.851.543.228,00 292.725.862.135,10

Arus Kas Bersih dari Aktlvitas Operasi

161.290.213.747,54

174.071.993.419,90

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN

Arus Kas Masuk

Pendapatan Penjualan atas Tanah

298.099.350,00

253.055.800,00

Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin

13.207.200,00

197.772.200,00

Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan

Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya

Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya

Jumlah

311.306.550,00

450.828.000,00

Arus Kas Keluar

Belanja Tanah

3.533.167.490,00

6.237.063.675,00

Belanja Peralatan dan Mesin

21.425.440.150,00

23.556.872.398,00

Belanja Gedung dan Bangunan

64.711.971.385,00

21.911.770.839,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

74.515.519.467,00

63.221.206.691,07

Belanja Aset Tetap Lainnya

362.647.500,00

560.143.000,00




URAIAN

Tahun 2007 (Rp)

Tahun 2006 (Rp)

Belanja Aset Lainnya

Jumlah

164.548.745.992,00

115.487.056.603,07

Arus Kas Bersih dart Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

(164.237.439.442,00)

(115.036.228.603,07)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAIYAAN

Arus Kas Masuk

Pencairan Dana Cadangan

Hasii Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Pinjaman dan Obligasi

Penerimaan Kembali Finjaman

Penerimaan Piutang

192.735.534,00

Pinjaman dalam negeri-Lembaga Keu. bukan Bank

230.514.458,00

Jumlah 192.735.534,00 230.514.458,00
Arus Kas Keluar
Pembentukan Dana Cadangan - -
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 8.325.000.000,00 6.500.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi - -
Pemberian Pinjaman - -
Jumlah 8.325.000.000,00 6.500.000.000,00
Arus Kas Bersih dart Aktivitas Pembiayaan (8.132.264.466,00) (6.269.485.542,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN
Arus Kas Masuk
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga
Jumlah - -
Arus Kas Keluar
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga
Jumlah - -

Arus Kas Bersih dart Aktivitas Nonanggaran

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode

(11.079.490.160,46)

52.766.279.274,83

Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah

95.682.456.617,75

42.916.177.342,92

Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah

73.450.038.846,29

83.371.323.308,35

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

10.840.891.062,00

12.311.133.309,00

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

730.000,00

Saldo Akhir Kas

84.291.659.908,29

95.682.456.617,35

Martapura, 31 Maret 2008

Bupati Banjar

H. G KHAIRUL SALEH
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

BAB | | PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah serta dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Bab | Pasal 3,
menyebutkan bahwa Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini
meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD,
penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi
daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan
kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertangungjawaban
pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian
daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Pengelolaan keuangan daerah (APBD) agar dapat dikendalikan, maka diperlukan
mekanisme pelaporan yang mencakup dari perencanaan sampai dengan akhir pelaksanaan,
untuk itu diperlukan suatu pelaporan akuntansi keuangan. Kepala SKPD harus menyusun
laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dikelolanya untuk kemudian
digabungkan yang akan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Pelaporan keuangan dalam sebuah Pemerintahan Daerah yang termasuk dalam
Akuntansi Sektor Publik merupakan sebuah elemen kunci pada akuntabilitas Pemerintahan
Daerah itu. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas kepada publik atau stake
holder pengguna laporan keuangan.

Dari sekian banyak hal yang diatur pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 ini, maka salah satunya adalah penyusunan pertanggungjawaban APBD yang
terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas

Laporan Keuangan (Pasal 296 Ayat 3)
Semua laporan tersebut merupakan laporan yang menunjukkan akuntabilitas

Pemerintahan Daerah. Pelaporan atas akuntansi keuangan daerah sangatlah diperlukan
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dalam rangka pengendalian anggaran. Laporan yang disajikan meliputi tentang keadaan kas
dan laporan tentang pelaksanaan anggaran yang terkait dengan Efisiensi dan Efektivitas
serta Ekonomis (3E).

Tujuan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan ini dimaksudkan agar laporan
keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca
tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin
mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalah pahaman di antara
pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan
atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam
memahami Laporan Keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan
keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi
kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan
laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti
laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke
pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.

Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan
akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca
laporan keuangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan ini, sesuai dengan
ketentuan Bagian ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dimana pada ayat 1 dan 2 dimuat
bahwa yang dimaksud dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu memuat
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan
Keuangan. Dengan demikian maksud penyusunan Laporan Keuangan adalah ;
1) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan
perundangan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan.

2) Memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan APBD Tahun 2007.
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Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah

1) Untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Daerah atas sumber daya yang
dipercayakan kepadanya.

2) Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan
kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan.

3) Menyediakan informasi mengenai sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai

dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan landasan hukum meliputi ;

1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

5.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952):

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 165);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan;
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun 2006 — 2010;

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

Peraturan Bupati Banjar Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
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1.3 Sistematika Penulisan

Laporan Keuangan ini secara berurutan dimuat uraian dan penjelasan sebagai

berikut :

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

Pendahuluan.

Yang menguraikan mengenai hal-hal yang bersifat umum sebagai
pengantar laporan keuangan. Pada bagian ini juga dimuat mengenai :

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja
APBD.

Akan dijelaskan mengenai kondisi dan perkembangan ekonomi makro di
Kabupaten Banjar, Kebijakan Keuangan Daerah dan Indikator Pencapaian
Target Kinerja APBD,

2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Akan dijelaskan mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja
keuangan dan hambatan/kendala yang ada dalam pencapaian target yang
telah ditetapkan,

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang
telah Ditetapkan

Kebijakan Akuntansi

Pada bagian ini akan dijelaskan entitas akuntansi pada Kabupaten Banjar,
basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis
pengukuran akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan
penerapan kebijakan akuntansi pada SKPD di Kabupaten Banjar,

4.1 Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Pengukuran Akuntansi yang Mendasari Penyusunan
Laporan Keuangan
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BAB V

BAB VI

BAB VI

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang
ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada SKPD

Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Dengan materi inti yaitu mengenai rincian dan penjelasan masing-masing
laporan keuangan, meliputi unsur-unsur pendapatan, belanja, pembiayaan,
aset, kewajiban, ekuitas dana,

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Pelaporan Keuangan

5.11
512
5.13
5.14
5.15
5.1.6

Pendapatan
Belanja
Pembiayaan
Aset
Kewajiban
Ekuitas Dana

5.2 Pengungkapan Atas Pos-Pos Asset dan Kewajiban Yang Timbul
Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatan
dan Belanja dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas,
Untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual Pada
SKPD.

Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan

Penutup
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BAB | EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN dan
I PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

a. Pertumbuhan PDRB

Secara umum usaha pemerintah Kabupaten Banjar menata kembali sendi-sendi
kehidupan ekonomi di daerahnya dalam 5 tahun terakhir cukup menunjukkan keberhasilan.
Pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun bergerak relatif stabil, meskipun masih dalam
tingkat pertumbuhan yang relatif masih rendah.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Banjar, Atas dasar harga berlaku,
perekonomian Kabupaten Banjar tahun 2006 (angka sementara) mampu menghasilkan
PDRB sebesar 3,70 trilyun rupiah dengan angka pertumbuhan sebesar 13,81 %. Sedangkan
berdasarkan perhitungan estimasi nilai PDRB tahun 2007 diperkirakan akan mencapai nilai
4,17 trilyun rupiah, dengan angka pertumbuhan 12,58 %. Perkiraan ini berdasarkan data
semester | 2007, yang sudah tentu perlu perhitungan lebih lanjut, karena data untuk
perhitungan hanya merupakan data hasil survey bulan Januari — Juni 2007. Pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Banjar selama periode lima tahun terakhir, dengan rata-rata 5,28 %.

Perkembangan PDRB Kabupaten Banjar tahun 2003 — 2007 tersebut adalah

sebagai berikut :

Tabel 1
PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2003 - 2007

Harga Berlaku Harga Konstan

Tahun

Rp(000) Pertumb (%) Rp(000) Pertumb (%)

2003 2.597.116.027 9,88 2.262.567.132 5,60
2004 2.885.545.821 11,11 2.385.314.890 5,43
2005%) 3.253.824.886 12,76 2.516.315.113 5,49
2006**) 3.703.128.416 13,81 2.611.360.955 3,78
2007***) 4.169.079.669 12,58 2.770.283.563 6,09

*) angka diperbaiki
**) angka sementara
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***) angka sangat sementara (estimasi)
Sumber : BPS Kabupaten Banjar

b. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Pada tahun 2007 semua sektor ekonomi menunjukkan pertumbuhan antara 3 sampai
14 %. Sektor yang mengalami laju pertumbuhan relatif tinggi adalah sektor bangunan
dengan pertumbuhan diatas 14 % sementara sektor-sektor lainnya mengalami pertumbuhan
dibawah 9 %.

Pertumbuhan ekonomi sektoral terbesar pada tahun 2006 adalah sektor Bangunan
yaitu sebesar 11,36 %, dimana lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya tumbuh
5,33 %.

Tabel 2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar Tahun 2005 — 2007
No Sektor 2005*) | 2006**) | 2007***)
1. Pertanian 3,02 -1,83 3,54
2. Pertambangan & Penggalian 7,70 6,03 6,29
3. Industri Pengolahan 6,63 4,81 6,27
4. Listrik & Air Bersih 5,90 2,17 3,01
5. Bangunan 5,33 11,36 14,80
6. Perdagangan, Rest & Hotel 6,80 5,37 6,47
7. Pengangkutan & Komunikasi 3,33 6,12 4,12
8. Keu, Persewaan & Jasa Persh 3,97 6,46 7,41
9. Jasa-jasa 7,54 7,06 8,39
Fortumbuhan Ekonom (PRI 474 | 340 | 584
PDRB dengan pertambangan 5,49 3,78 6,09

Sumber : BPS Kabupaten Banjar
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c. Struktur Perekonomian

Jika diamati dari struktur perekonomian Kabupaten Banjar tahun 2005 - 2007,
yang dilihat dari distribusi persentase atas dasar harga berlaku menunjukkan angka yang
tidak mengalami perubahan yang berarti jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.
Sektor pertanian, pertambangan dan penggalian serta perdagangan, restoran dan hotel
masih menjadi sektor-sektor andalan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Banjar. Ketiga
sektor tersebut memberikan sumbangan hampir 68,75 % dari total PDRB.

Dari sembilan sektor pembentuk PDRB, sektor pertanian masih menjadi sektor
dominan pembentukan PDRB Kabupaten Banjar. Data tiga tahun terakhir menunjukkan
sumbangan sektor ini masing-masing 28,96 % tahun 2005; 28,01 % tahun 2006 dan 27,77
% pada tahun 2007. Besarnya peranan sektor pertanian didukung oleh kondisi sumberdaya

alam Kabupaten Banjar disamping usaha perekonomian masyarakat yang cenderung agraris.

Tabel 3
Struktur Perekonomian Kabupaten Banjar Tahun 2005 - 2007

No Sektor 2005%) 2006**) 2007***)
1 Pertanian 28,96 28,01 27,77
2 Pertambangan dan Penggalian 17,33 17,70 17,86
3 Industri Pengolahan 5,50 5,55 5,51
4 Listrik & Air Bersih 0,79 0,78 0,77
5 Bangunan 5,79 6,17 6,60
6 Perdagangan, Rest dan Hotel 22,46 22,90 22,82
7 Pengangkutan dan Komunikasi 5,07 5,18 5,09
8 Keu, Persewaan & Jasa Perush 3,37 3,46 3,50
9 Jasa-jasa 9,12 9,40 9,61

Total PDRB 100,00 100,00 100,00

Sumber : BPS Kabupaten Banjar

Dalam tiga tahun terakhir sektor listrik dan air bersih hanya mampu

menyumbangkan sekitar 0,77 — 0,79 % dari PDRB yang dihasilkan Kabupaten Banjar.

Sedangkan sektor perdagangan cukup berperan sebagai penunjang kegiatan ekonomi, dalam
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tiga tahun terakhir relatif mengalami kenaikan, rata-rata di atas 22 %. Sama halnya dengan
sektor pertambangan dan penggalian peranannya juga mengalami kenaikan, tapi masih
berkisar antara 17,33 — 17,86 % dari total PDRB.

d. PDRB Perkapita

Berdasarkan harga berlaku, PDRB per kapita tahun 2006 adalah sebesar Rp. 7.978

juta rupiah, sementara tahun 2007 diperkirakan akan mencapai 8.869 juta rupiah.

Tabel 4
PDRB per Kapita Kabupaten Banjar, Tahun 2003 - 2007

Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan
Tahun PDRB per Pertum- PDRB Per Pertu
Kapita (Rp.) buhan (%) Kapita(Rp.) buhan (%)

2003 6.017.958 8,17 5.242.752 3,96
2004 6.369.268 5,84 5.265.108 0,43
2005%) 7.116.883 11,74 5.503.775 4,53
2006**) 7.978.335 12,10 5.626.139 2,22
2007***) 8.869.476 11,17 5.893.618 4,75

Sumber : BPS Kabupaten Banjar

Berdasarkan harga berlaku pada tabel 4 PDRB per kapita tahun 2006 meningkat
12,10 %, namun secara riil sebenarnya PDRB per kapita tumbuh (2,22 %). Sedangkan
perkiraan tahun 2007, PDRB perkapita harga berlaku diperkirakan mengalami penurunan
dari tahun sebelumnya yaitu 11,17 %. Secara riil pertumbuhan PDRB per kapita tahun 2007
lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu 4,75 %.

Oleh karena itu walau PDRB per kapita harga berlaku nampak tinggi tidak berarti
bahwa kemampuan daya beli masyarakat juga meningkat. Sebab angka tersebut dihitung
berdasarkan harga berlaku yang didalamnya terkandung unsur kenaikan harga barang dan
jasa, artinya dengan PDRB per kapita pada tahun 2007 sekitar 8,87 juta rupiah masih

terkandung unsur inflasinya (inflatoirnya).

Dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini atas
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persetujuan DPR telah menerbitkan banyak undang-undang yang menjadi pijakan dalam
pengelolaan keuangan, baik keuangan negara maupun pengelolaan keuangan di daerah.
Tahapan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan dimulai dengan ditetapkannya
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Undang Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan.

Maksud penerbitan dari keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut adalah
dalam usaha terlaksananya pengelolaan keuangan baik negara maupun di daerah, secara
tertib, taat pada perundang-undangan, efektif, efesien, ekonomis, transparan, dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk

masyarakat.

Berdasarkan usaha yang ingin dicapai dengan diterbitkannya undang-undang tentang
pengelolaan keuangan diatas, khususnya yang mengatur tentang pengelolaan keuangan
daerah maka sudah seharusnya perundang-undangan tersebut diimplementasikan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, tak terkecuali di lingkungan Dinas Peternakan

Kabupaten Banjar.

Sebagai makna terdalam dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah, keduanya lebih memberikan keleluasaan
dan kewenangan hak otonomi kepada daerah untuk mengelola keuangan daerah secara lebih
luas, terstruktur dan sistematis. Namun dibalik itu semua, tujuan akhirnya tidak saja sampai
pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke

pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi
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dan efektivitas pengelolaan sumber daya Keuangan Daerah dalam rangka peningkatan
kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi,
demokrasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan mewarnai proses
penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah
pada khususnya. Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa
sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem

pemerintahan.
2.2. Kebijakan Keuangan

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar yang ditunjukan oleh kenaikan
PDRB dengan pertambangan atas dasar harga konstan 2000 selama 2003 hingga 2007
sekitar 5,28 % pertahun. Dalam periode tersebut pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar
6,09 % diperkirakan terjadi pada tahun 2007 dan terendah pada tahun 2006 yaitu 3,78 %.
Meskipun demikian upaya pemerintah daerah untuk tetap memberikan pelayanan umum
kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah tetap terjaga. Kebutuhan
masyarakat yang semakin meningkat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan
peningkatan penerimaan daerah dengan memberikan penekanan pada upaya peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komponen PAD tersebut secara penuh dapat digunakan
oleh daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, disamping memperlihatkan
adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber
pendapatan daerah. Hal ini semakin leluasa dilakukan oleh daerah setelah diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah.

Kebijakan umum belanja daerah, lebih diarahkan pada peningkatan belanja langsung
dibandingkan kenaikan belanja pegawai. Dari anggaran yang ada perbandingan peningkatan
secara proporsional anggaran belanja langung yang lebih diutamakan kenaikannya pada
belanja yang manfaatnya cenderung atau lebih besar secara langsung dinikmati oleh
masyarakat.
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Sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan

pembangunan di segala bidang yang telah dituangkan dalam Arah Kebijakan Umum APBD

Tahun 2007, penganggaran dalam kelompok Belanja lebih ditekankan pada :

Belanja langsung berupa belaja modal lebih diarahkan pada pembangunan bidang
infrastruktur berupa jalan dan jembatan, sarana pendidikan dan kesehatan.

Di bidang belanja pegawai diutamakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
pemerintah kepada masyarakat. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut peningkatan
efisiensi senantiasa diupayakan tanpa mengabaikan mutu pelayanan Pemerintah kepada
masyarakat.

Disamping itu peningkatan belanja pegawai juga lebih diarahkan pada peningkatan
kualitas sumber daya aparatur, sehingga mampu menjadi aparatur yang handal dalam
menjalankan tugas dan kewajiban yang diembannya.

Belanja tidak langsung berupa bantuan keuangan lebih diarahkan kepada kegiatan
keagamaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya untuk menciptakan suasana

yang agamis dan kondusif di kabupaten Banjar

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pembangunan Bidang Ekonomi

a.

Meningkatnya ketahanan pangan melalui pemberdayaan kelembagaan petani,
penyuluhan pertanian dan pengembangan usaha agribisnis

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Banjar
dan meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor pertanian.

Indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur capaian Kinerja sasaran tersebut
meliputi luas areal panen tanaman pangan/palawija, jumlah produksi tanaman
pangan/palawija, dan  produktivitas tanaman pangan/palawija. = Tanaman
pangan/palawija yang diukur adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau,

ubi kayu, dan ubi jalar.
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Meningkatnya produksi komoditas unggulan peternakan, perikanan dan
kelautan serta perkebunan.

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan produksi komoditas
unggulan dari sektor peternakan, perikanan dan perkebunan guna memenuhi konsumsi
protein hewani serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Rata-rata capaian produksi komoditas unggulan per sub bidang menunjukkan Kinerja

yang baik.

Meningkatnya pertumbuhan/perkembangan industri, perdagangan, koperasi
dan UKM

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan jumlah industri, perdagangan,
koperasi dan UKM di Kabupaten Banjar dalam rangka meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah.

Pertumbuhan dan perkembangan industri, perdagangan, koperasi dan UKM sangat
dipengaruhi oleh ketersediaan modal yang cukup tinggi, baik berupa investasi modal
kerja, modal mesin dan peralatan, maupun biaya promosi produk. Pemerintah
Kabupaten Banjar menyadari bahwa dukungan permodalan yang diberikan masih

kurang memadai.

Meningkatnya perluasan kesempatan kerja

Berdasarkan data statistik 2005, penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) di Kabupaten
Banjar tercatat 320.382 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 225.324 orang (70,33%)
termasuk angkatan kerja, sisanya sebanyak 95.058 orang (29,67%) bukan angkatan
kerja. Dengan demikian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2005
mencapai 70,33%. Sasaran ini dimaksudkan untuk mengurangi angka pengangguran
sebesar 95.058 orang.

Keberhasilan capaian indikator sasaran tersebut tidak lepas dari peran Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar. Selama tahun 2007 Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Banjar telah melaksanakan kegiatan penyuluhan TKI ke
luar negeri, kegiatan peningkatan informasi pasar kerja (IPK) dan bursa kerja,

penyuluhan dan pemantauan ketenagakerjaan.
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Menurunnya jumlah Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera |
(KS)

Sasaran ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan
Keluarga Sejahtera | menuju tahapan Keluarga Sejahtera I1.

Usaha mengentaskan kemiskinan merupakan upaya yang bersifat lintas sektor dan
bidang. Pemerintah Kabupaten Banjar telah berupaya untuk mengurangi jumlah
keluarga miskin melalui program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait.
Program yang dilaksanakan bersifat pemberdayaan keluarga miskin, seperti Program
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Program Pembinaan dan
Penyantunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta

Pemantauan/Pengawasan PKPS-BBM.

Terlaksananya kegiatan promosi dalam rangka memperluas perdagangan

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong perluasan peredaran produk barang dan
jasa terutama produk-produk unggulan dari Kabupaten Banjar baik di tingkat lokal,
regional, nasional maupun internasional. Indikator yang digunakan untuk mengukur

keberhasilan ini berupa jumlah kegiatan promosi/pameran yang diselenggarakan.

Tercapainya keberhasilan pencapaian sasaran di atas, sebaian besar berkat adanya
kerjasama yang baik antara penyelenggara kegiatan dalam hal ini Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi dengan masyarakat pedagang dan pelaku industri serta

sektor ekonomi lainnya

Membangun dan menata pasar agar representatif sebagai sentra perdagangan
Sasaran ini dimaksudkan untuk menyediakan suatu pasar yang bersih, indah, tertib,
aman dan nyaman sehingga sesuai sebagai pusat perdagangan dalam rangka
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi
masyarakat di Kabupaten Banjar dan semakin bertambahnya keberadaan PKL
(Pedagang Kaki Lima) yang memerlukan penertiban dan penataan.

Bangunan pasar yang direhab dalam tahun 2007 antara lain adalah rehabilitasi Pasar

Batuah Martapura yang mengalami kebakaran pada beberapa waktu yang lalu.
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10.

Sedangkan kegiatan penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) meliputi
pemindahan PKL dari Pasar Subuh Martapura ke Pusat Perbelanjaan Sekumpul
Martapura, penertiban keberadaan PKL illegal, pembongkaran bak dan atap PKL yang
ada di Pasar Batuah Martapura, dan menampung keberadaan PKL ke beberapa lokasi
yang sudah disediakan. Kegiatan penertiban dan penataan tersebut dibantu oleh

petugas dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Terbangunnya infrastruktur berupa jalan, jembatan dan sarana lainnya untuk
menunjang ekonomi masyarakat

Sasaran ini dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk menyediakan semua
fasilitas berupa infrastruktur jalan, jembatan dan sarana lainnya yang dapat menunjang
kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Indikator
keberhasilan dari sasaran ini berupa jumlah infrastruktur jalan, jembatan dan sarana

lainnya yang dibangun.

Penyiapan pencadangan areal kawasan transmigrasi

Sasaran ini dimaksudkan untuk mempersiapkan areal transmigrasi di Kabupaten
Banjar dalam rangka pemerataan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup
penduduk. Untuk tahap awal, keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat diukur
dari indikator-indikator berikut: (1) Tersusunnya dokumen AMDAL, (2) Tersusunnya
Rencana Teknis Unit Permukiman Transmigrasi (RT-UPT), (3) Identifkasi

pencadangan areal transmigrasi dan peta lokasinya.

Meningkatnya pendapatan daerah dari tahun sebelumnya secara signifikan
dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah

Salah satu langkah nyata membangun kemandirian daerah dalam membiayai jalannya
pemerintahan dan pembangunan adalah dengan meningkatkan sumber-sumber
pembiayaan, yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan yang
berasal dari Pemerintah Pusat.

Dilampauinya target pendapatan tersebut didukung oleh upaya nyata Pemerintah

Daerah melalui kegiatan optimalisasi pendapatan daerah berupa intensifikasi obyek
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pendapatan yang sudah ada dan ekstensifikasi obyek pendapatan baru yang potensial,

serta sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat.

Pembangunan Bidang Pendidikan

1.

Meningkatnya anggaran bidang pendidikan dari tahun sebelumnya

Sasaran ini dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian Pemerintah
Kabupaten Banjar terhadap dunia pendidikan dalam bentuk pengalokasian anggaran
pendidikan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Pemerintah Kabupaten Banjar menyadari bahwa pembangunan pendidikan di
Kabupaten Banjar tidak saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, namun juga
menuntut peran serta masyarakat. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Banjar
senantiasa mengupayakan peningkatan anggaran dari tahun ke tahun baik dari APBD,

maupun dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

Meningkatnya mutu pendidikan
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Banjar
dari tahun ke tahun. Indikator keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dari angka

mengulang dan angka kelulusan di setiap jenjang pendidikan.

Meningkatnya pemerataan memperoleh pendidikan

Sasaran ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada
masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu dalam rangka pengembangan diri,
sikap, pengetahuan dan keterampilan serta dapat mengembangkan usaha produktif
guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Keberhasilan sasaran ini diukur dari indikator-indikator berikut: Angka Partisipasi
Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Angka Putus Sekolah dari setiap jenjang
pendidikan termasuk pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C.

Meningkatnya jumlah tenaga pendidik yang berkualitas
Sasaran ini dimaksudkan untuk menyediakan tenaga pendidik yang memadai dan
sesuai dengan kompetensinya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan

di Kabupaten Banjar. Sasaran ini diukur dari rasio kecukupan guru.
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5. Meningkatnya layanan dari perpustakaan daerah

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan minat baca dari PNS dan masyarakat
umum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan. Sasaran ini diukur dari
indikator jumlah buku perpustakaan yang tersedia dan jumlah kunjungan ke
perpustakaan. Layanan perpustakaan daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Humas
Sekretariat Daerah mendapatkan respon positif dari para pegawai dan masyarakat. Hal
ini terlihat dari jumlah kunjungan tahun 2006 yang meningkat dibandingkan tahun
2005. Hal ini disebabkan antara lain jumlah judul buku yang disediakan semakin
bertambah dari tahun ke tahun, meskipun fasilitas yang ada belum cukup memadai.

6.  Terfasilitasinya minat baca dari siswa dan warga belajar
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan minat baca para siswa maupun warga
belajar. Sasaran ini diukur dari indikator jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang
tersedia dan jumlah buku BOS.
Untuk mengembangkan minat baca telah dikembangkan Taman Bacaan Masyarakat
(TBM). Sedangkan untuk para siswa SD dan SMP telah diberikan dana bantuan untuk
membeli buku-buku pelajaran pokok sekolah melalui dana BOS.

Pembangunan Bidang Kesehatan

1. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan
kesehatan bagi masyarakat. Keberhasilan capaian sasaran ini ditentukan oleh tercapai
tidaknya target cakupan layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan baik di

puskemas, puskesmas pembantu, maupun bidan di desa.

2. Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan

kesehatan bagi ibu hamil dan ibu bersalin.

3. Meningkatnya jumlah penemuan penderita penyakit menular
Sasaran ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah kasus dan angka penyakit menular

di masyarakat.
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Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka menurunkan jumlah
penyakit menular antara lain adalah program pemberantasan penyakit menular,

imunisasi, dan pencegahan penyakit tidak menular.

Meningkatnya peserta Keluarga Berencana baru dan aktif

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Banjar yang sejahtera dan
berkualitas melalui peran serta aktif masyarakat mengikuti program keluarga berencana.
Namun demikian persentase pemakai alat kontrasepsi efektif terpilih pada peserta KB
baru masih lebih baik dibandingkan dengan peserta KB aktif. Hal ini disebabkan
pemakai Implant dan ITUD melepaskan alat kontrasepsinya karena masa aktifnya habis,
sedangkan pemakai MOP/MOW kebanyakan berasal dari luar daerah dan telah
berpindah tempat tinggal, serta banyaknya pemakai yang sudah memasuki masa

menopause.

Kasus gizi buruk balita dapat ditangani dengan baik

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatnya jumlah kasus gizi buruk yang berhasil
dilacak dan ditangani oleh tenaga kesehatan.

Kasus gizi buruk bukan hanya disebabkan oleh penyakit infeksi dan asupan makanan,
tetapi disebabkan juga oleh pola asuh, pendidikan dan pengetahuan yang rendah. Karena
itu upaya penanggulangan gizi buruk memerlukan penanganan secara lintas sektor.
Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi pemantauan status gizi, pemantauan
konsumsi gizi, penanggulangan kasus gizi buruk serta intervensi gizi lainnya dan

penyuluhan gizi.

Meningkatnya jumlah sarana kesehatan

Sasaran ini dimaksudkan untuk menyediakan sarana kesehatan yang memadai dari segi
jumlah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Indikator untuk mengukur Kinerja
tersebut adalah rasio sarana kesehatan terhadap jumlah penduduk, jumlah puskesmas
dengan PONED, jumlah puskesmas rawat inap, dan jumlah puskesmas perkotaan yang

dikembangkan.
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Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kesehatan akan menggalakkan puskesmas
keliling untuk menjangkau pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang

tinggal jauh dari pukesmas atau pustu.

Meningkatnya ketersediaan tenaga kesehatan

Sasaran ini dimaksudkan untuk melihat ketersediaan tenaga kesehatan untuk melayani
masyarakat sesuai standar pelayanan minimal.

Masih rendahnya jumlah tenaga kesehatan yang ada merupakan salah satu kendala
dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten
Banjar senantiasa akan mengatasi kekurangan tenaga kesehatan/medis yang ada dengan
cara penerimaan melalui pegawai baru, PTT, maupun kontrak terutama untuk bidan di

desa.

Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat serta bebas NAPZA

Sasaran ini dimaksudkan untuk menumbuhkan sikap hidup bersih dan sehat serta bebas
NAPZA dalam lingkungan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan upaya
berupa penyuluhan kesehatan secara teus-menerus untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat.

Meningkatnya upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM)

Sasaran ini dmaksudkan untuk mendorong peran serta aktif masyarakat dalam
mengupayakan kesehatan bagi dirinya melalui Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat
(UKBM).

Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk memotivasi, memfasilitasi
dan menggali partisipasi aktif masyarakat di bidang kesehatan. Pemerintah Daerah
menyadari bahwa beberapa upaya belum optimal dilaksanakan seperti membentuk
Badan Peduli Kesehatan Masyarakat (BPKM) atau Badan Penyantun Puskesmas (BPP)
di tingkat kecamatan dalam rangka membangun kesehatan masyarakat di wilayahnya.
BPKM/BPP merupakan mitra kerja utama puskesmas di tingkat kecamatan dalam

rangka menumbuhkembangkan UKBM.
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10.

11.

12.

Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar
Sasaran ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat
dengan keikutsertaan masyarakat pada program jaminan pemeliharaan kesehatan yang

diselenggarakan oleh swasta maupun pemerintah.

Terbangunnya sistem informasi kesehatan pada Dinas Kesehatan

Sasaran ini dimaksudkan bahwa dengan terbangunnya sistem informasi kesehatan
memudahkan bagi pengambil kebijakan dalam mengambil keputusan menyangkut
permasalahan kesehatan yang muncul secara cepat dan tepat.

Tercapainya sasaran di atas karena telah dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pelatihan
manajemen program, pelatihan manajemen dan pembiayaan kesehatan, dan
pembangunan pangkalan data serta pengembangan sistem informasi kesehatan. Sistem
informasi kesehatan yang ada sekarang tetap akan dilakukan perbaikan dan

penyempurnaan secara berkelanjutan.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan RS

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan rumah
sakit yang berfungsi sebagai tempat perawatan lanjutan bagi masyarakat. Indikator
untuk menggambarkan keberhasilan kualitas dan kuantitas pelayanan yaitu Bed
Occupation Rate (BOR), Lenght Of Stay (LOS), Turn Of Interval (TOI), Bed Turn Over
(BTO), Net Death Rate (NDR), dan Gross Death Rate (GDR).

Rumah sakit telah memiliki layanan rawat inap dan rawat jalan. Pelayanan rawat jalan
meliputi poliklinik dasar dan poliklinik spesialis. Poliklinik dasar meliputi poli umum,
poli gigi, poli KIA, poli PKBRS, dan Unit Gawat Darurat. Sedangkan poliklinik
spesialis meliputi poli anak, poli penyakit dalam, poli kebidanan dan kandungan, poli

bedah dan poli mata.
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Pembangunan Bidang Agama

1.

Terwujudnya bantuan keuangan untuk tempat-tempat ibadah, lembaga
keagamaan dan kegiatan keagamaan

Sasaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam
pembangunan bidang keagamaan. Bantuan keuangan untuk bidang keagamaan yang
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Bagian Sosial Sekretaiat Daerah
selain sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah terhadap kehidupan beragama
juga untuk memotivasi masyarakat agar lebih aktif mengembangkan dan
meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Banjar.

Esensi yang hendak dicapai sasaran ini adalah meningkatnya kehidupan beragama di
Kabupaten Banjar, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan masyarakat
Kabupaten Banjar terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam suasana persaudaraan antar
umat beragama yang saling hormat-menghormati, rukun dan damai. Dampak dari
kondisi yang diharapkan tersebut adalah terciptanya stabilitas keamanan daerah
sehingga pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan.

Terwujudnya bantuan keuangan untuk kesejahteraan ulama dan tokoh agama

Sasaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan para ulama
dan tokoh agama karena telah memberikan dukungan dan kontribusi nyata dalam
pembinaan dan peningkatan kualitas beragama dan kerukunan hidup beragama,
sehingga tercipta kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten

Banjar.

Pembangunan Bidang Sosial

1.

Pembinaan dan Penyantunan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)
Sasaran ini dimaksudkan mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan

sosial melalui pembinaan dan pemberian santunan.
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Terkendalinya sedini mungkin bencana alam serta tertanganinya masyarakat
korban bencana

Sasaran ini dimaksudkan sebagai upaya tanggap darurat dan deteksi dini dari
Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanganan masalah bencana alam dengan
mengadakan kegiatan pelatihan penanganan bencana. Pelatihan tersebut dimaksudkan
untuk memperoleh tenaga yang profesional dan terampil dalam penanganan bencana

alam seperti banjir dan kebakaran.

Terpantaunya pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan
Bakar Minyak (PKPS-BBM)

Sasaran ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan dari Program PKPS-BBM
apakah telah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan pemantauan atas pelaksanaan Program PKPS-BBM di Kabupaten Banjar
dilaksanakan oleh masing-masing instansi teknis terkait dan dikoordinasikan oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar.

Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup

1.

Peningkatan pelayanan kebersihan
Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kabupaten Banjar yang bersih dari
sampah sesuai motto Kabupaten Banjar ” BERINTAN ” (Bersih, Indah, Tertib Aman

dan Nyaman).

Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Banjar telah melakukan upaya-upaya
seperti menambah mobil dump truck dan kontainer untuk mengangkut sampah. Upaya
lainnya untuk mempertahankan kondisi peralatan yang ada agar tetap dapat
dioperasionalkan adalah melakukan pemeliharaan terhadap sarana yang ada, seperti
pemeliharaan kontainer, perbaikan dan pemeliharaan gerobak sampah, pemeliharaan
dan perbaikan angkutan darat sampah, pembuatan pintu masuk TPA, dan perkerasan
jalan TPA.
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Meningkatkan penataan dan keindahan kota

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan kota Martapura dan Kabupaten Banjar
yang tertata, indah dan nyaman.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran di atas secara umum
meliputi kegiatan pemeliharaan dan pembersihan saluran drainase Kota Martapura,
pembuatan box culvrt, rehab trotoar, pembuatan taman, penebangan pohon yang
mengganggu keindahan kota, pengecatan median, pemeliharaan lampu PJU dan taman
kota, dan pemasangan lampu mercury. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh

Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Banjar.

Selain itu, dalam rangka ketertiban lalu lintas dan keindahan Kota Martapura, Dinas
Perhubungan Kabupaten Banjar dalam tahun 2007 juga telah melaksanakan kegiatan-
kegiatan seperti pengadaan dan pemasangan rambu LLAS dan LLJ, pembuatan dan
pemasangan papan petunjuk penyeberangan, pembuatan halte, rehab median jalan

pada kawasan tertib lalu-lintas, pengadaan dan pemasangan warning light.

Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan
Sasaran ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan/pengendalian terjadinya
pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan

lingkungan.

Pembangunan Bidang Pemerintahan

1.

Meningkatnya peran pengawasan intern dalam rangka mewujudkan
kepemerintahan yang baik

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten
Banjar sehingga terwujud pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta bebas
KKN dalam rangka kemandirian otonomi daerah.

Meningkatnya koordinasi dan proses perencanaan pembangunan

Sasaran ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan
termasuk dokumen pembiayaannya agar pembangunan yang dilaksanakan terarah,

akomodatif, dan akuntabel, yang meliputi dokumen hasil Musyawarah Perencanaan
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Pembangunan (Musrenbang), dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banjar tahun 2008, serta dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Belanja
Langsung sebagai bahan penyusunan APBD tahun 2008.

Untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kegiatan Musrenbang mulai dari
tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten yang melibatkan segenap stakeholder dan

kegiatan rapat-rapat teknis lintas sektor.

Terlaksananya koordinasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah
Sasaran ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Banjar
dapat berjalan dengan baik dan terkendali sesuai target sasaran yang diinginkan.
Keberhasilan pencapaian sasaran di atas ditunjang dengan dibentuknya 12 Tim
Koordinasi dan Kelompok Kerja (Pokja) sebagai motor penggerak berbagai kegiatan
pembangunan. Selain itu juga dilaksanakan monitoring atas pelaksanaan
pembangunan di 16 kecamatan dan rapat evaluasi kegiatan setiap tiga bulan sekali.

Meningkatnya kemampuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
daerah

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran, pada setiap
SKPD telah menyusun laporan keuangan akhir tahun anggaran 2007 yang meliputi
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan

berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Setda Banjar.

Meningkatnya pelayanan publik gratis

Salah satu harapan masyarakat Banjar adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik
dari tahun ke tahun. Memenuhi harapan masyarakat Banjar akan peningkatan kualitas
pelayanan publik tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar merespon dengan
memberikan pelayanan publik gratis kepada masyarakat, yaitu biaya pendidikan gratis
khususnya jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, biaya pelayanan
kesehatan dasar gratis di puskesmas, dan biaya pengurusan KTP/KK gratis untuk

semua lapisan masyarakat Banjar serta akta kelahiran gratis.
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Terwujudnya profesionalisma aparat dalam rangka mencapai peningkatan
produktivitas kerja pegawai

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil
dalam pelaksanaan tugasnya dengan meningkatkan kompetensi PNS berbasis ilmu
pengetahuan dan kemampuan serta ketrampilan PNS melalui keikutsertaan pada
Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, struktural/pimpinan, kader, maupun
teknis fungsional.

Kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi PNS tidak hanya
dilaksanakan melalui anggaran yang dialokasikan pada BKD Kabupaten Banjar saja,
namun juga dilaksanakan melalui anggaran yang dialokasikan pada SKPD-SKPD
lainnya dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi PNS di masing-masing SKPD

sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas pemerintahan
yang memadai

Sasaran ini dimaksudkan, bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan diperlukan sarana penunjang yang memadai baik
berupa tanah, gedung, sarana mobilisasi darat, dan peralatan kantor.

Pembangunan Bidang Hukum dan Keamanan

1.

Tersusunnya produk hukum yang mendukung kegiatan pembangunan dengan
memegang kaidah pembuatan hukum serta kepentingan masyarakat Kabupaten
Banjar

Sasaran ini dimaksudkan untuk menata sistem produk hukum daerah dalam rangka
penguatan otonomi daerah, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Dengan demikian diharapkan dapat tercipta kepastian hukum dalam kehidupan
bermasyarakat.

Untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kegiatan pembuatan produk hukum
daerah yang menghasilkan produk hukum berupa peraturan daerah dan peraturan

bupati.
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Meningkatnya jumlah kasus kriminalitas yang ditangani, melalui penegakan
supremasi hukum bagi semua kalangan baik aparatur pemerintahan daerah
maupun masyarakat

Keberhasilan pencapaian sasaran di atas dicapai dengan dilaksanakannya Kegiatan
Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Operasi PEKAT) yang melibatkan instansi
terkait seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Banjar, Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Kepolisian Resort Kabupaten Banjar,
Pengadilan Negeri Martapura, Kodim 1006 Martapura, Lembaga Pemasyarakatan
Kelas 1l Martapura, aparat kecamatan dan peran serta aktif masyarakat. Kegiatan
tersebut dilaksanakan dalam bentuk operasi/patroli, razia, sosialisasi dan pembinaan.
Selain itu telah dibentuk Badan Narkoba Daerah.
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BAB

i IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Sekretariat Daerah Kabupaten
Banjar Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :
1.  Anggaran Pendapatan sebesar : Rp. 519.168.649.658,00
Realisasi sebesar Rp. 533.610.373.587,54 atau 102,78%
2. Anggaran Belanja sebesar Rp. 606.526.106.276,00
Realisasi sebesar Rp. 536.868.905.832,00 atau 88,52%
3. Anggaran Pembiayaan :
- Penerimaan sebesar Rp. 95.682.456.618,00
Realisasi sebesar Rp. 95.875.192.152,75 atau 100,20%
- Pengeluaran sebesar Rp. 8.325.000.000
Realisasi sebesar Rp. 8.325.000.000 atau 100%

3.2.  Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah
Ditetapkan

Secara simultan penyelenggaran pembangunan daerah di Kabupaten Banjar dapat
berjalan dengan baik dengan didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat dipenuhi
secara bertahap. Sumber daya alam yang cukup besar seperti potensi ekonomi pertanian,
pertambangan dan sumber daya lainnya menjadi faktor pendukung dan sekaligus menjadi

modal dalam penyelenggaraan aktivitas perekonomian masyarakat.

Suasana ketertiban dan keamanan daerah yang didukung oleh suasana kondusif
masyarakat sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara
umum di Kabupaten Banjar. Meski harus diakui bahwa masih banyaknya usulan dari
berbagai pihak (masyarakat) dalam pemenuhan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan

belum dapat terpenuhi secara keseluruhan, mengingat ketersediaan dana yang terbatas.

Penyebaran penduduk yang tidak merata dan kondisi wilayah di Kabupaten Banjar,
memerlukan upaya khusus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
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menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan pembangunan di daerah Kabupaten

Banjar.

Belum optimalnya manajemen pengelolaan pajak maupun retribusi daerah sangat
berpengaruh dalam upaya peningkatan Pajak dan retribusi daerah khususnya pada beberapa
pos-pos pendapatan. Sering adanya kritik mengenai penetapan target yang diharapkan
berlandaskan pada potensi yang faktual di lapangan. Disamping itu juga landasan hukum
yang menjadi akar pijakan bagi penyelenggaraan pemungutan memerlukan penyesuaian
dengan waktu yang cukup cepat, mengingat tingkat perkembangan aktivitas masyarakat dan
pembangunan yang sangat cepat.

Secara proporsional, daerah termasuk Kabupaten Banjar masih mengandalkan
pemndapatan pada pos dana transfer, yang tercermin pada proporsional yang masih
dominan pada pendapatan dari sumber transfer. Hal ini secara bertahap tentunya
memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan peran Pendapatan asli daerah (PAD)
dalam kontribusinya mendukung ketersediaan anggaran pembangunan di daerah.

Pada aspek Belanja, manajemen waktu penyelenggaraan APBD sangat
mempengaruhi dalam pencapaian target kinerja Fiskal dan Moneter. Hal ini sangat
beralasan mengngingat jika penetapan APBD belum dapat dicapai pada akhir tahun
sebelumnya, ini berarti jadwal waktu pelaksanaan akan memakan waktu guna persiapan
pembentukan Tim pelaksana termasuk juga Proses persiapan pengadaan. Dalam kaitan ini
termasuk pula ketersediaan tenaga atau personil yang memiliki sertifikasi guna menjadi
Panitian Pengadaan Barang dan Jasa sangat terbatas sehingga bepengaruh dalam proses

pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan berupa fisik.

Hal lain juga yang cukup berpengaruh adalah, jangka waktu pelaksanaan kegiatan
pada APBD Perubahan yang cukup pendek tidak dimungkinkan untuk melaksanakan

kegiatan dalam bentuk fisik.
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BAB
v

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi yaitu unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan

oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk

digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas akuntansi atau yang dikenal dengan istilah SKPD (Satuan Kerja Perangkat

Daerah) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Banjar sampai tahun 2007 terdapat 60 (enam

puluh) SKPD besarta fungsi/urusan yang menjadi tugas, hak dan kewajibannya sebagai

berikut :

1.
2.

10.

11.

12.

Dinas Pendidikan, dengan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Akademi Perawat Intan Martapura, dengan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan.

Dinas Kesehatan, dengan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, dengan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

Dinas Pemukman dan Prasarana Wilayah, dengan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum.

Dinas Tata Kota dan Kebersihan, dengan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan
umum, perhubungan, lingkungan hidup dan energi, dan sumber daya mineral.

Badan Perencanaan Pembangunan, dengan urusan pemerintahan di bidang
penataan ruang, perencanaan pembangunan dan pertanahan.

Bagian Tata Pemerintahan, dengan urusan pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan dan pemerintahan umum.

Dinas Perhubungan, dengan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, dengan urusan pemerintahan di bidang
lingkungan hidup.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan urusan pemerintahan di bidang
kependudukan dan catatan sipil.

Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan urusan
pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, sosial dan pemberdayaan
masyarakat desa.
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13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24,

25.

26.

27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah, dengan urusan pemerintahan di
bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan urusan pemerintahan di bidang
tenaga kerja.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dengan urusan pemerintahan di
bidang koperasi dan usaha kecil menengah, dan perdagangan.

Bagian Perekonomian, dengan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Kantor Kebudayaan dan Pariwisata, dengan urusan pemerintahan di bidang
kebudayaan dan pariwisata.

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan urusan
pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dengan urusan pemerintahan di bidang
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan urusan pemerintahan di bidang
pemerintahan umum.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan urusan pemerintahan di bidang
Pemerintahan Umum.

Sekretariat Daerah, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
Sekretariat DPRD, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.

Badan Pengawasan Daerah, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan
Umum.

Dinas Pendapatan Daerah, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan
Umum.

Bagian Pemerintahan Desa, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan
Umum.

Bagian hukum, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.

Bagian Pembangunan, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan
Umum.

Bagian Sosial, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.
Bagian Organisasi, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.

Bagian Perlengkapan, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan
Umum.

Bagian Keuangan, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.

Kecamatan Kertak Hanyar, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan
Umum.
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34.

35.
36.

37.

38.
39.

40.

41.

42,

43.

44,

45,

46.

47.

48.

49,

50.
51.
52.

53.

Kecamatan Astambul, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan
Umum.

Kecamatan Gambut, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.

Kecamatan Karang Intan, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan
Umum.

Kecamatan Martapura, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan
Umum.

Kecamatan Aranio, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.

Kecamatan Sungai Tabuk, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan
Umum.

Kecamatan Aluh-Aluh, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan
Umum.

Kecamatan Mataraman, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan
Umum.

Kecamatan Simpang Empat, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan
Umum.

Kecamatan Pengaron, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan
Umum.

Kecamatan Sungai Pinang, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan
Umum.

Kecamatan Beruntung Baru, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan
Umum.

Kecamatan Martapura Barat, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan
Umum.

Kecamatan Sambung Makmur, dengan urusan pemerintahan di bidang
Pemerintahan Umum.

Kecamatan Martapura Timur, dengan urusan pemerintahan di bidang
Pemerintahan Umum.

Kecamatan Paramasan, dengan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan
Umum.

Badan Kepegawaian Daerah, dengan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
Bagian Umum, dengan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.

Bagian Humas, dengan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika.

Dinas Pertanian Tanaman pangan, dengan urusan pemerintahan di bidang
pertanian.
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54. Dinas Perkebunan, dengan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
55. Dinas Peternakan, dengan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

56. Kantor Ketahanan Pangan Informasi dan Penyuluhan Pertanian, dengan urusan
pemerintahan di bidang pertanian.

57. Dinas Kehutanan, dengan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

58. Dinas Pertambangan dan Energi, dengan urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral.

59. Dinas Perikanan dan Kelautan, dengan urusan pemerintahan di bidang kelautan
dan perikanan.

60. Dinas Pengelolaan Pasar, dengan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas
akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertangungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Banjar adalah Dinas Pendapatan, Bagian Keuangan dan Bagian

perlengkapan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Laporan Keuangan
Dalam hal penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar, Basis
akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pos-pos laporan realisasi anggaran yaitu
pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset,
kewajiban, serta ekuitas dana.

Basis kas untuk pos-pos laporan realisasi anggaran berarti bahwa
pendapatan/penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas/setara kas diterima oleh kas
daerah, dan belanja/pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas/setara kas dikeluarkan

dari kas daerah.

Basis akrual untuk perkiraan-perkiraan neraca bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas
dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi
lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar.
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4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Terkait dengan penyajian laporan keuangan komparatif, maka laporan keuangan
tahun sebelumnya disajikan kembali dengan menerapkan perlakuan akuntansi sebagai
berikut :

A. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di
masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara

karena alasan sejarah.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh
pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui
pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Aset
dicatat sebesar nilai nominal/nilai perolehan/biaya perolehan yang terjadi. Apabila suatu
entitas memiliki aset moneter dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan
dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah
bank sentral pada tanggal neraca.

B. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diakui jika
besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah
dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas
kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian dapat diukur dengan andal. Kewajiban

diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
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Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing

menggunakan kurs tengah bank sentral (Bank Indonesia) pada tanggal neraca.

C. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara

aset dan kewajiban pemerintah.

4.4  Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam
Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun
anggaran 2007 ini disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
seperti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Sehubungan dengan pemberlakuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, maka penyusunan laporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Banjar diupayakan juga mengacu pada Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) tersebut.

Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu
entitas akuntasi selama satu periode pelaporan dan selanjutnya oleh entitas pelaporan,
laporan keuangan entitas akuntansi digabungkan menjasi laporan keuangan pemerintah
daerah. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan belanja dengan
anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan
efisiensi suatu entitas akuntansi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap
peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan realisasi

anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
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Berkaitan dengan pemberlakuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), terdapat
beberapa perlakuan akuntansi yang diterapkan dengan maksud agar penyajian laporan
keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Perlakuan-perlakuan akuntansi

tersebut adalah sebagai berikut :

Kas di pemegang kas terdiri dari saldo UUDP yang belum disetor ke kas daerah.
Aset tetap dicatat sebagai Aset yang diperoleh dari belanja modal.
Namun demikian, masih terdapat beberapa perlakuan akuntansi yang belum
sepenuhnya dapat mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kebijakan

akuntansi yang ditetapkan, yaitu:

Dalam tahun 2007 satuan organisasi di lingkungan Kabupaten Banjar belum dapat
sepenuhnya berfungsi sebagai entitas akuntansi disebabkan belum adanya kebijakan
akuntansi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dan belum terbangunnya

sistem akuntansi pengguna anggaran/pengguna barang.

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca bersumber dari SPJ bendahara
pengeluaran. Hal ini dikarenakan belum dilaksanakannya prosedur akuntansi berupa

penyusunan Jurnal (Jurnal Pengeluaran Kas dan Jurnal Umum), Buku Besar.

Penerapan penyusutan atas keseluruhan aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten Banjar sebagaimana dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP), belum dapat dilakukan pada saat ini. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi
mengenai  kapitalisasi  pengeluaran-pengeluaran  dalam rangka rehabilitasi,
pemeliharaan, dan renovasi aset tetap yang dapat menambah nilai ekonomis dan masa
manfaat lebih dari satu tahun belum dapat diberlakukan/ditambahkan (dikapitalisasi)

ke dalam nilai aset yang bersangkutan.

Catatan atas laporan keuangan ini disajikan sebagai bagian tak terpisahkan dari
laporan keuangan untuk tujuan umum. Informasi dalam catatan laporan keuangan ini
secara umum telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP). Namun demikian, terdapat beberapa informasi yang belum dapat
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disajikan mengingat masih belum terbangunnya sistem akuntansi Pemerintah Kabupaten

Banjar secara memadai.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan pada

Pemerintah Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

I. POS - POS NERACA
1. Aset Lancar
a. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banjar. Kas mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab
Bendahara Umum Daerah dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung

jawab selain Bendahara Umum Daerah.

1) Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas dalam pengelolaan bendahara
penerimaan, terdiri dari saldo kas dari penerimaan pendapatan, yang masih

harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan bendahara
pengeluaran, terdiri dari saldo kas untuk pengeluaran belanja yang masih

harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

3) Kas dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka
harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bl pada tanggal transaksi.
Pada akhir tahun, Kas di Bendahara Pengeluaran dalam valuta asing
dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bl pada tanggal

neraca.

b. Piutang

Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib
pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang terdiri dari

Piutang Retribusi, dan Piutang Lainnya.
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1)

2)

3)

4)

Piutang Retribusi adalah tagihan atas retribusi daerah sesuai peraturan daerah
mengenai retribusi daerah, berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah yang
pembayarannya belum diterima. Piutang Retribusi pajak dicatat sebesar nilai

nominal yaitu sebesar nilai rupiah retribusi-retribusi yang belum dilunasi.

Piutang Lainnya adalah tagihan selain jenis piutang di atas, meliputi Piutang
Sumbangan Pihak Ketiga terkait pelaksanaan perjanjian dengan Pemerintah
Kabupaten Banjar dan Piutang Angsuran Kendaraan Dinas yang berjangka

waktu kurang dari satu tahun.

Piutang dicatat pada akhir periode akuntansi berdasarkan inventarisasi
atas tagihan-tagihan yang belum dilunasi oleh wajib pajak/bayar atau pihak

ketiga lainnya.

Piutang hanya dapat dihapuskan berdasarkan Surat Keputusan
Penghapusan Bupati setelah disetujui oleh DPRD sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

d. Persediaan

1). Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang

diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari

tanggal pelaporan.

2). Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil

inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam laporan keuangan

dengan cara :
1). Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
2). Biaya standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

3). Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara

lainnya seperti donasi/rampasan.
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2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat
umum. Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh
APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset
lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset Tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin,

gedung, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset Tetap akan dihapuskan apabila rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya
berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan Bupati setelah disetujui DPRD sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepemilikan aset tetap yang telah disetujui untuk dihapuskan dan telah dijual secara
angsuran masih merupakan hak milik sampai dilunasinya tagihan penjualan angsuran
atas aset tetap tersebut. Aset tetap yang telah dijual secara angsuran dicatat dalam

catatan terpisah.

Dalam rangka Penilaian kembali aset sesuai dengan ketentuan dimungkinkan untuk
dilaksanakan sekali saja terhadap keseluruhan aset yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah
Kabupaten Banjar, dengan menggunakan jasa appraisal, apabila ternyata masih ditemui
adanya aset-aset yang belum memiliki nilai perolehan yang wajar. Oleh karena itu,
kegiatan penilaian aset tersebut dimaksudkan untuk menyajikan nilai yang wajar atas

keseluruhan aset sesuai kondisi dan penggunaannya saat itu dalam laporan keuangan.

a. Tanah

1)  Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau
diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional dan
dalam kondisi siap digunakan. Dalam perkiraan aset tetap tanah termasuk
tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tidak
termasuk dalam aset tanah jenis ini adalah tanah yang dipinjampakaikan atau
dikerjasamakan kepada pihak lain sehingga tidak dapat digunakan dalam
kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten. Atas tanah yang yang
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2)

3)

dipinjampakaikan atau dikerjasamakan tersebut diklasifikasikan ke dalam

Aset lainnya.

Aset tanah dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga
perolehan. Apabila nilai historis tidak diperoleh, maka nilai aset tetap
didasarkan pada nilai pasar, NJOP atau nilai appraisal dari perusahaan jasa

penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

Dalam hal penilaian aset tanah dengan nilai historis maupun nilai pasar atau
NJOP/Nilai Appraisal belum diperoleh, maka aset tetap yang bersangkutan
dinyatakan dalam laporan keuangan dengan nilai Rp 1,00 sekedar untuk

menunjukkan keberadaan tanah tersebut.

b. Peralatan dan Mesin

1)

2)

Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat
bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio
dan komunikasi, alat kedokteran/kesehatan, alat laboratorium, alat
persenjataan,  komputer, alat  eksplorasi, alat pemboran, alat
produksi/pengolahan/pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja,
dan alat peraga yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan

dalam kondisi siap digunakan.

Tidak termasuk dalam aset peralatan dan mesin adalah peralatan dan mesin
yang dipinjampakaikan kepada pihak lain dan tidak dapat digunakan dalam
kegiatan. Atas peralatan dan mesin yang yang dipinjampakaikan

diklasifikasikan ke dalam Aset Lainnya.

Aset peralatan dan mesin dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu
harga perolehan. Apabila nilai historis tidak diperoleh, maka nilai aset tetap
didasarkan pada standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang
berwenang dengan memakai perhitungan teknis, nilai pasar atau nilai appraisal

dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

Pemerintah Kabupaten Banjar 46




Catatan atas Laporan Keuangan

¢. Gedung dan Bangunan

1)

2)

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli
atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional
dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan meliputi bangunan

gedung, monument, bangunan menara dan rambu-rambu. Tidak termasuk

dalam aset gedung dan bangunan adalah gedung dan bangunan yang
dipinjamkan kepada pihak lain dan tidak dapat digunakan dalam kegiatan
operasional. Atas gedung dan bangunan yang dipinjampakaikan
diklasifikasikan ke dalam Aset lainnya.

Aset gedung dan bangunan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis,
yaitu harga perolehan. Apabila nilai historis tidak diperoleh, maka nilai aset
tetap didasarkan pada nilai pasar atau nilai appraisal dari perusahaan jasa

penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

1)

2)

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun
olen pemerintah serta dikuasai dan dalam kondisi siap digunakan, yang
meliputi jalan, jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan. Tidak termasuk
dalam aset tetap ini adalah tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan,

irigasi, dan jaringan.

Aset jalan, irigasi dan jaringan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis,
yaitu harga perolehan. Apabila nilai historis tidak diperoleh, maka nilai aset
tetap didasarkan pada nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau

tim penilai yang kompeten.

e. Aset Tetap Lainnya

1)

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke
dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk
kegiatan operasional dan dalam kondisi siap digunakan, meliputi koleksi
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f.

2)

perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan barang yang
diadakan untuk dipergunakan/dihibahkan kepada masyarakat/instansi lain
dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.

Aset tetap lainnya dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga
perolehan. Apabila nilai historis tidak diperoleh, maka nilai aset tetap
didasarkan pada nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim

penilai yang kompeten.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

1)

2)

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses
pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang
diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap
dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun, yaitu akumulasi seluruh nilai
Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang

bersangkutan sampai dengan tanggal neraca.

3. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancer dan aset

tetap. Aset lainnya terdiri dari Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran,

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Aset Lain-lain.

a.

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak

mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang

atau jasa, atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan

intelektual. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan franchise,

hak cipta (copyright), patent, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat

jangka panjang. Aset tak berwujud dicatat sebesar Surat Perintah Membayar (SPM)

untuk belanja modal setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain yang tidak dapat

dikapitalisir.

Pemerintah Kabupaten Banjar 48




Catatan atas Laporan Keuangan

b. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari
penjualan aset Pemerintah Kabupaten Banjar secara angsuran kepada pegawai.
Tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara
penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah
dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.

c. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan suatu proses
yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas
suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak
langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara
atau  kelalaian  dalam  pelaksanaan  tugas  kewajibannya. = Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dicatat sebesar nilai nominal dalam
Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan

oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang
mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama
dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan
dengan pihak ketiga antara lain berupa Bangun, Kelola, Serah (BKS) dan Bangun,
Serah, Kelola (BSK). BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh
pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut. BSK dicatat
sebesar nilai perolehan aset yang dibangun sebesar nilai aset yang diserahkan
ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga untuk membangun

aset tersebut.

e. Aset Lain-lain adalah aset lainnya yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi aset
lainnya seperti di uraikan di atas. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang

dihentikan dari penggunaan.

4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan hutang yang diharapkan akan dibayar kembali
atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. kewajiban ini

Pemerintah Kabupaten Banjar 49




Catatan atas Laporan Keuangan

mencakup utang perhitungan fihak ketiga (PFK), utang muka dari kas daerah,

pendapatan diterima di muka dan utang jangka pendek lainnya.

5. Ekuitas Dana

a. Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dan hutang, terdiri dari Ekuitas Dana
Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasi.

b. Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah

nilai hutang jangka pendek.

c. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi jangka
panjang, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai

hutang jangka panjang.

d. Ekuitas dana untuk dikonsolidasi merupakan akumulasi dana yang disisinkan dalam
Dana Cadangan pada aset lainya guna membiayai kegiatan tertentu yang tidak dapat

dibebankan dalam satu tahun anggaran.
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BAB

v PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

5.1.1 Pendapatan
1. Pendapatan Pajak Daerah Rp 4.791.715.771,00
Pendapatan pajak daerah sebesar Rp 4.929.221.902,00 merupakan realisasi

pendapatan pajak daerah dalam periode tahun anggaran 2007, dengan rincian :

- Pajak Hotel Rp 34.743.000,00

- Pajak Restoran Rp 64.172.900,00

- Pajak Reklame Rp 436.634.458,00

- Pajak Penerangan Jalan Umum Rp 3.824.085.315,00

- Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian ~ Rp 432.080.098,00

Golongan C

Jumlah Rp 4.791.715.771,00

2. Pendapatan Retribusi Daerah Rp 9.616.454.394,00

Pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 9.616.454.394,00 merupakan realisasi

pendapatan dari retribusi daerah dalam periode tahun anggaran 2007 dengan rincian:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp 5.195.591.309,00
- Retribusi Perijinan Fasilitas Kesehatan Rp 3.825.000,00
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp 118.660.500,00
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP & Akte Rp 89.987.500,00
- Retribusi Pelayanan Pasar Rp  236.054.000,00
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp  175.817.900,00
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp 657.727.343,00
- Retribusi Terminal Rp 64.300.000,00
- Retribusi Khusus Tempat Parkir Rp  346.547.000,00
- Retribusi Rumah Potong Hewan Rp 64.540.000,00
- Retribusi Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp 36.323.700,00
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- Retribusi Izin Gangguan (HO) Rp  450.007.775,00
- Retribusi Izin Trayek Rp 64.400.000,00
- Retribusi Izin PHHI, Hasil kayu Diluar Kawasan Rp 13.775.425,00

Hutan & Hasil Hutan Perkebunan

- Retribusi Penerbitan Izin Usaha Industri,Perdagangan  Rp 56.326.800,00
& Koperasi

- Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi Rp 19.650.000,00
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp 1.957.233.037,00
- Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Rp 42.438.605,00
- Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan Rp 14.177.000,00
- Retribusi Penerbitan Registrasi Kapal, Sertifikasi Rp 6.486.500,00

Kesempurnaan Kapal, Pas Kapal & Surat Keterangan
Kecakapan Kapal

Jumlah Rp 9.616.454.394,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Rp 6.871.477.943,00
Daerah yang Dipisahkan
Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar
Rp 6.871.477.943,00 merupakan realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dalam periode tahun anggaran 2007 dengan

rincian:

- Perusahaan Daerah Rp 6.000.000.000,00

- BUMD Rp  808.131.592,00

- Pembagian Laba Hasil Depo Obat Rp 63.346.351,00
Jumlah Rp 6.871.477.943,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp 22.983.740.300,54

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 22.983.740.300,54 merupakan
realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam periode tahun anggaran
2007.
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Dana Bagi Hasil Pajak Rp 32.628.260.898,00
Pendapatan dana bagi hasil pajak sebesar Rp 32.628.260.898,00 merupakan realisasi
pendapatan dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat dalam periode tahun

anggaran 2007, dengan rincian :

- Pajak Bumi dan Bangunan Rp 28.245.206.895,00
- BPHTB Rp 2.741.284.850,00
- PPh Pasal 21 Rp 1.641.769.153,00

Jumlah Rp 32.628.260.898,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Rp 38.062.689.354,00

Pendapatan dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam sebesar
Rp38.062.689.354,00 merupakan realisasi pendapatan dana bagi hasil sumber daya

alam dari pemerintah pusat dalam periode tahun anggaran 2007, dengan rincian :

- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp 362.235.972,00
- luran Tetap (Landren) Rp 734.095.681,00
- luran Ekploitasi/Royalti Rp 35.283.420.190,00
- Pungutan Hasil Perikanan Rp  1.142.271.580,00
- Pertambangan Minyak Bumi Rp 540.665.931,00
Jumlah Rp 38.062.689.354,00
Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 339.303.000.000,00

Pendapatan dana alokasi umum sebesar Rp 339.303.000.000,00 merupakan realisasi
pendapatan dana alokasi umum dari pemerintah pusat dalam periode tahun anggaran
2007.

. Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp  51.366.577.683,00
Pendapatan dana alokasi khusus sebesar Rp 51.366.577.683,00 merupakan realisasi
pendapatan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat dalam periode tahun anggaran

2007, dengan rincian :

- Dana Alokasi Khusus Reboisasi Rp 1.041.018.821,00
- Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Rp  50.325.558.862,00
Jumlah Rp 51.366.577.683,00
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10.

11.

5.1.2.

Dana Penyesuaian Rp 2.225.347.800,00
Pendapatan dana penyesuaian sebesar Rp 2.225.347.800,00 merupakan realisasi
pendapatan dana penyesuaian dari pemerintah pusat dalam periode tahun anggaran
2007.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Rp 21.957.118.848,00
Pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp 21.957.118.848,00 merupakan realisasi
pendapatan bagi hasil pajak pemerintah provinsi dalam periode tahun anggaran

2007, dengan rincian :

- Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp  5.989.823.886,00
- Bagi Hasil BBNKB Rp  6.106.469.997,00
- Bagi Hasil PBBKB Rp  9.368.192.964,00
- Pajak Pengambilan & Pemanfaatan AP Rp 492.632.001,00
Jumlah Rp 21.